
WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan
kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah
potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota
Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Hinder Ordonantie (HO) Staadsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah
diubah, ditambah terakhir dengan Staadsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan
450 tentang Mendirikan Bangunan-Bangunan Perusahaan (Inrichting)
yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan (HO);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3286);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5073);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

19. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Keras;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana
Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta
Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang
Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan
industri;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

www.peraturan.go.id



3

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007
tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008
tentang Uasaha Perikanan Tangkap;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 tahun 1981 tentang Anggur
dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan
Daerah;

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang
Pengadaan, pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010.

27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 01);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan oraginisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Walikota adalah Walikota Padang.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan;

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah
Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

13. Pematokan adalah pemasangan tanda atau patok pada tanah atau lokasi.

14. Pengkaplingan adalah membagi lahan kosong dengan luas tertentu menjadi kapling-kapling
(persil-persil) untuk bangunan.

15. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan empat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun
kegiatan khusus.

17. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan
umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

18. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi
konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.

19. Bangunan kayu adalah bangunan yang konstruksi atau bahan materialnya terdiri dari kayu.

20. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi yang dipungut atas
kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

21. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan
hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau
fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung
ethanol.

22. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C2H5OH)
1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).

23. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C2H5OH)
lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).

24. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C2H5OH)
lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
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25. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah
dalam pemberian Izin Gangguan.

26. Gangguan adalah dampak atau resiko bahaya, kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan/usaha
yang dilakukan oleh orang dan atau badan terhadap lingkungan tempat usahanya.

27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi
tertentu dengan maksud mengadakan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap
dampak usaha supaya usaha tersebut tidak menimbulkan resiko bahaya, kerugian dan
gangguan terhadap lingkungan usaha.

28. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam
pemberian Izin Trayek.

29. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain
dengan menggunakan kendaraan.

30. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang
mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak
tetap berjadwal dalam Daerah Kota Padang.

32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

34. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus;

35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah
Daerah dalam pemberian Izin Usaha Perikanan.

36. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang
meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

37. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yamg berbasis pada kegiatan penangkapan
ikan.

38. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan dalam periode
waktu tertentu.

39. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu maupun alat apung lainnya yang dipergunakan
untuk melakukan Penangkapan ikan, Pengangkutan ikan, Pengolahan ikan, Pelatihan dan
Pengawasan Perikanan, Penelitian/Eksplorasi Perikanan.

40. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan
termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan.

41. Kapal Pengangkut ikan adalah kapal yang khusus di pergunakan untuk mengangkut ikan,
menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan.

42. Satuan Armada Penangkap ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk
menangkap ikan jenis pelagis yang bermigrasi dan dioperasikan dalam satu kesatuan
manajemen usaha, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pembantu penangkap ikan
dan kapal pengangkut ikan, dalam satu manajemen usaha penangkap ikan.

43. Alat Tangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lain-lainnya yang dipergunakan
untuk menangkap ikan.
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